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ABSTRAK 

Pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental 
dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sepatutnya 
ada dalam setiap sistem hukum modern. Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP 
dijelaskan bahwa seseorang yang kejiwaanya cacat atau terganggu tidak dapat 
dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar 
dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawab 
secara hukum. 

Tesis ini disusun dengan pembahasan mengenai seorang yang 
dikategorikan sebagai penyandang disabilitas tidaklah dapat dipidana karena tidak 
ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, walaupun 
sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana 
yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan 
yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan 
sanksi pidana. Dengan demikian fokus tesis ini membahas mengenai kategori-
kategori seseorang dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan 
bertanggungjawab. 

Serta dibahas pula mengenai permasalahan-permasalahan terkait 
pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dimana hal ini berimbas pada 
pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya tersebut. 
Disamping itu dianalisa pula pertimbangan dalam putusan terhadap penyandang 
dsabilitas mental yang menyebabkan adanya disparitas putusan. 

Sasaran dengan tesis ini sebagai bahan rujukan dalam koridor-koridor 
hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas 
mental. 
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Disabilitas Mental, Psikiater. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

ABSTRACT 

 

Regulations regarding how a person with a mental disability in taking 
responsibility for a crime that has been committed should be exist in every 
modern legal system. Seen in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code it is 
explained that a person whose psychiatric is handicapped or disrupted cannot be 
convicted, this is because the person is unable to realize that his actions are 
contrary to the law and actions taken outside of his consciousness, then that 
person cannot be held liable legally. 

This thesis is compiled with a discussion about who is categorized as a 
disability person cannot be convicted because there is no element of the 
responsible ability for the actions which has done even though the actual 
perpetrators or defendants have fulfilled all elements of criminal acts that 
formulated in criminal law regulations. But there are several reasons which can 
cause the offender not to be convicted, or excluded from imposing criminal 
sanctions. Thus, the focus of this thesis is discussing about the person categories 
that can be said have no responsible ability 

Also discussed the related issues to criminal liability of disabilities persons 
which has an impact on the judges' considerations in determining the criminal 
liability. Besides, it’s also analysed the considerations of decisions against 
persons with mental disabilities which lead to disparity in decisions. 

The target of this thesis is as reference material of legal corridors in 
Indonesia concerning criminal liability of persons with mental disabilities. 

Keywords: Responsibility, Disability, Mental, Psychiatrist 
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